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RI Kalah Soal Larangan Ekspor Nikel

DPR: Siapkan Strategi Agar
Hilirisasi Nikel Tetap Jalan

Senayan meminta Pemerintah menyiapkan strateg
efektif dalam mengajukan handing terhadap putusan
World Trade Organization (WTO) soal larangan ekspor
nikel. Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan WTO
karena telah menghentikan aktivitas ekspor nikel.

KABAR kekalshan ini disam-
paikan Mentert Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
Arifin Taarif,

“Keputnsan final pane] W0
atas perkara larangan ekspor
Indonesia yang disebut dakam
senphets DS 192, WTO menge-
luarkan putusan, kebijukan
pelurangan ekspor dan kewa-
Jiban dan pengolahan pemumian
mincral di dalam negert terhuki
melanggar ketentuan WTO."
kara Arifin, saat rapat dengan
Komist VI DER i Gedung
DIR, Senm (21411},

Menanggapt itd, anggola
Komist VII DPR Mulyanto
mengatakan, Pemerintah mest
memaksimalkan pecjoangan aras
keputusan pelarangan ekspor

hijih nikel mentah ini.

“Kita harus memikirkan cara
vang dapat diterima masyarakat
internasianal dalam rangka men
dorong hilirizasi nikel ini,”
yamya, kemann,

Mulyante bikung, keputusan
melarang ‘ckspor bijih nikel
mentah in sebenurnya tidak
berlentangan dengan aturan.
Sehah, Indoncsia masih sangat
menghargal atran yang telah
diterapkan WTO, Tap: di sisi
ladin, ingin menjaga kedaulatan
fegara dalam l\:ngclnl A3 sHm-
beer dayu alamnya,

Mulvanto juga mendorong
agar upaya hilirisasi nikel ini
terus berjalan, mesk ada guga-
t i WTO. Pemerintuh hurus
dapat mensinergikan masalah

lulirsas mkel secara obyektif
dengan atoran yang bedaku di
WT0.

Pemenintah juga harus mem-
ber ruang yamg suma kepada se-
Iuruh negara yang ingin investasi
terkait hilirisasi nikel, jangan
hanya mengistinewakan salah
LM negald,

“Pemerintuh perlu mengatur
lata kelolahihnsas nikel inn agar
lebih edi,” tandasnya,

Dia mengingatkan, jangan
samped ) persen tambang ni-
kel dikuasai oleh perusahaan
darj satn negara saja, Schab,
ketentuan terschut sudah tenty
akan merugikan phak kan yang
tertarik berinvestas di bidang
hilirisasi nikel.

Legislatwr dari Dupil Tange-
rng Rny:i ini mendesak Peme-
rintah segera mengatur taty
kelola nikel, Bila perlu aturan-
aturan yang dipermasalahkan
Uni Eropa pada sidang WTO
ikan ulang agar program hilin-
sast nike] dopat berjalan bak.

“Pemental harus agresif
metmbangun kominkasi dengan
mara pihak lerkast, agar kebi-

jakan halinsas: mikel im du-

pat dipermasalahkan oleh siapa
man,” imbubnya.

Menter: Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan menga
takan. Pemerintah Indonesia
akan menyikapr kalahnya pu-
patan larangan ckspor nikel di
WTO denpan perlawanan. Per-
lawanan: yang akan dilakukan
dengan mengajukan banding,

“Menurut saya, tidak adil, Ty
sehabnya kita bikin South-South
Cooperntaon,” wjar Lubut dalam
keteranpannya, kemarin.

South-South Cooperation
(S5C) menupekan langkab untuk
nwny;nuk;m s dani negar-
nepara di wilayah selatan vang
meriliki sumber dava mineral
separti Indonesia,

Atas hal i, Luhut mengaky
[ndonesia tengah menjalan-
kun proses pengnjuan bunding,

Naimun, prosesaya akan nem.
kan waktu cokup lama,

“Kita lagi jalan banding dan
10w st jauh, bisy sampe tabun
2128 va,” njamya,

Lubut menegaskan komitmen
Indonesia untuk terus mendo-
rong proses hilieisasi tambang
di Indonesia demi mening
kutkan nilai tambah. Tunpa
adunya hilinsasi, ekonom
Indanesin tidak mampu seperti
sekarang.

“Kenaps mesti harus ekspor
ke kamu? Nilai tambahinya di
tempatmu, barn kau kasih ke
saya? Savamesti bikin di negara
saya dong, supaya nilar tam-
bahnya seperti sekarang,” iegas
Politikus Golkar ini.

Sepertr diketahw, Indonesia
digug;fr di WTO kaena meng-
hentikan aktivitas ckspor hahan
mineral nikel. Hasi) putusan
akhirnya ditetapkan bahwa ke
bijakan Indonesia dinyatakan
ferbukti melanggar ketentuan
WTO. m7F
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